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Pendahuluan

Reformasi tahun 1998 memberikan kontribusi besar
terhadap suasana kebebasan berpendapat (Rahmawan,
2017), ditandai dengan relaksasi pengurusan SIUPP
" hingga pencabutan SIUPP oleh Presiden Habibie (Yusuf,
2011) termasuk juga dihapusankannya sensor terhadap
Lembaga pers yang pada akhirnya menyebabkan ruang
kebebasan pers menjadi lebih besar dan kritik menjadi
lebih terbuka (Henriques & Dwifatma, 2015). Hingga
lahimya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999
untuk mengatur kebebasan pers dan melindungan hak-
hak warga negara lainnya, ada ruang informasi yang harus
tetap dijaga karena berkaitan dengan privasi ataupun
keamanan negara (Nurlatifah, 2018; Nyarwi, 2011).

Konsep ruang publik awalnya diusulkan oleh Jurgen
Habermas (Kadarsih, 2008), Menurut Habermas, ruang
Publik adalah ruang di mana warga negara dapat
- b&negoslasl tentang hubungan mereka sehingga
arena institusional untuk berinteraksi pada
halhal yang berbeda (Puspika Sari et al, 2020), Kata
Sphere menurut Habermas sebenarnya berakar pada kata
i yang sampai ke kita melalui Romawi kuno. Ruang
larti Yunani kebijakan, ada dua, koine, yang terbuka
etiap warga negara, yang dibedakan dari oikos, di




mana setiap individu berada. Kehidupan publik (biog
politikos) terjadi di tempat umum seperti pasar (agora).
Sementara ruang publik adalah ruang atau tempat gj
mana orang dapat mendiskusikan (lexis), atau dudyy
berkonsultasi atau duduk di pengadilan dan bahkan g;
mana orang dapat melakukan tindakan bersama (praksis)
seperti di medan perang atau medan perang atletik
(Henriques & Dwifatma, 2015)

Keberadaan pers menjadi ruang bagi masyarakat
untuk memperoleh dan menyampaikan informasi yang
penting bagi masyarakat (Supriadi, 2017), pers memiliki
kekuatan yang sangat besar untuk menentukan mana
yang penting dan mana yang tidak penting untuk
diinformasikan. Pers di Indonesia secara bertahap
bergeser menjadi pers perusahaan atau pers industry
(Nurdyantoro, 2017) oleh karenanya aktor-aktor di media
dan publik sering memiliki pemahaman, interpretasi, dan
konseptualisasi kebebasan pers dan kepentingan publik
yang berbeda (Nyarwi, 2011) sehingga masing-masing
pthak perlu dibekali dengan literasi yang memadai baik
| publik, masyarakat maupun insan media yang diawasi
melalui mekanisme Lembaga etik.

Pers dan Perlindungan Kepentingan Publik

Salah saty aspek terpenting perkembangan pers era
reformasi  adajah pentingnya  pemikiran tentang
Perlindungan  kepentingan publik. Pemberitaan media
= i telah mampy, berjalan seolah tanpa batas, baik
| batas -publik Maupun batas privat. Hampir tidak ada
’Mmfva yang menyangkut lembaga publik maupun
di yang luput dari pemberitaan manakala suat’

&P Fers dan Masyarny




peristiwa bernilai berita. Pemberitaap, Peristiwa gl
kpdp2® berlan'gsung tanpa perlu menypg, akl.]kan
penyajian  berita  memerlukan  konfirmag; (;e ikahpun
recheck). Kondisi demikian sering menimbulk il

jadi an kel
tentang terjadinya pelanggaran kepentingan s

individual
maupun lembaga. Oleh karena iy, Perlind::ngl:l:'l1

kepentingan publik menjadi sangat penting di saat pers
bekerja sebagai pranata sosial yang sangat kuat (powerful)

Pen@gnya perlindungan kepentingan publik ini
juga akhirmya berujung pada perdebatan tentang
kebebasan pers (Nyarwi, 2011). Bergulirnya kebebasan
pers dengan pemaknaan pers yang berbeda membuat
sebagian  kalangan berpendapat pertu dilakukan
peninjauan kembali implementasi kebebasan pers saat ini.
Gagasan pengembangan idealisme dan profesionalisme
pers itu sendiri sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya,
pernah muncul standar idealisme pers yang diputuskan
dalam kongres Dewan Pers sekitar tahun 1992. Standar
idealisme yang dibuat sedemikian rupa tidak berjalan
sesuai dengan yang diinginkan. Hal tersebut disebabkan
karena standar idealisme tidak sejalan dengan apa yang
diinginkan oleh insan pers Indonesia. Meski ada program-
Program idealisme tapi praktiknya muncul kontrol yang
ketat terhadap pers yang kemudian timbul pembredelan
(Siregar, 2011).
juga muncul tentang
awa kemana dan matt
dibuat itu serupa

Pertanyaan selanjutnya
Profesionalisme pers, yaitu mau dib
“jadikan apa pers ini? Kalau yang bt
dengan yang sudah ada maka itu juga tida ala-n
Mencapai tujuan dan sasaran. K emungkinan k(;%alg o
*Perti masa lalu akan semakin terbuka_. C:i o
Uldasarkan pada fakta kebebasan yang terjadi pada :

. Kebebasan Press, dan. (I .:
listik Pasca Reformasi

k)



ini dengan persepsi yang berbeda-bed, PErmasa]

yang muncul justru pada bagaimang meny ahap,
persepsi masing-masing pihak dalam Pengembangzlﬂakan
Indonesia. Saat ini terdapat perbedaan Pandan, Perg

cukup lebar antara insan pers, politisj B emerintagh Yang

masyarakat umum. Kalangan pers mengl'ngin::nn
pelaksanaan pers seperti ini. Sementara itu, politig; oy

pemerintah tidak menginginkannya, Di Mmasyaraj
misalnya, orang tua yang anaknya suka membaca popp,
tidak menginginkan pers yang berkembang seperti saa
ini dan perlu dilakukan pemikiran ulang.

Pada sisi lain, kalau ada pembatasan terhadap pers,
sangat dimungkinkan pers akan menolak. Jika ada
pembatasan terhadap pers, pers akan bereaksi. Bahkan,
hanya untuk mendaftarkan nama redaksi dan jumlah
wartawan saja, banyak penerbitan pers yang menolak.
Pers menganggap pendaftaran merupakan langkah awal
untuk melakukan kontrol terhadap pers dan selanjutnya
akan ada pembatasan- pembatasan lain seperti masa lalu.
Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, muncul
tiga pendapat:

a. Perlu dilakukan pembatasan
b. Pers dibiarkan berjalan seperti saat ini (masyarakat

yang akan melakukan seleksi) i
¢ Perlu dilakukan  kontrol ~ diluar substans
pPemberitaan

ik
Bentuk fasilitag perlidungan kepentingan pu:rik
™ media magga adalah berupa pengadaan mang
£ Surat Pembgcg 71 Koreksi terhadap berita pers Y

; [}
Be,"g‘m Nama yang djperi “Redaks

kan rubric ini, yaitu ada
gmbaca Menulis,” ~g :

. uara Publika,: dan seterusnya.
| ‘;P €15 dan Magy gy ok,




paca lebih cepat dibandjng kolom “Surat Pembaca”
tersebut (Henriques & Dwifatma, 2015; Pembayun, 2017).

Sebagai bentuk perh’ndungan kepenﬁngan publik
lainnya adalah melalui kontro] Organisasi profesi terhadap
media yang melanggar etika profesi  jurnalistik
(Sulistyowati, 2013). Misalnya di Sumatera Utara, selama 4
tahun terakhir sudah 130 surat teguran yang diberikan
Dewan Kehormatan PWI Medan kepada surat kabar
tentang masalah pemuatan hak jawab. Teguran kepada
media-media tersebut menyangkut masalah pelanggaran
kode etik dan pornografi. Dari media-media yang
diperingatkan, hanya 10 surat kabar yang mempedulian
teguran  tersebut. = Media-media lainnya  tidak
mempedulikan teguran itu. Bahkan ada pihak yang
mendapat teguran Dewan Kehormatan memberikan
reaksi sangat keras dengan menantang berkelahi Ketua
Dewan Kehormatan PWI Medan. Pengawasan media ini
Menjadi tidak mudah, karena dari 50 media yang ada di
Sumatera Utara hanya 10 yang menjadi anggota SPS.
Artinya, di luar 10 anggota SPS tersebut akan sulit
diberikan  peringatan karena tidak terdata status
kepemilikan dan redaksinya.

Wartawan dan Organisasi Profesi Pers

Di bagian inj akan diuraikan perkembangan eksistensi
artawan pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor
Tahun 1999 dan perkembangan organisasi profesi pers

)

Press, dan
Perkembangan Pers, Kebebasan , dan @
Ta:;gzr:gjawib Jurnalistik Pasca Reformast




masi politik 1998. Kemerdekaan perg y

Pemerintahan Soeharto tjqa) @g

sejak era refor
Saja

di di era pascad

(tfarl]:m pentuk kebebasan memberitakan peristiwa apapuy
tetapi  juga dalam bentuk peniadaan m0n0poh:
pembentukan organisasi  Ppers. Sejak keiahlhan

pemerintahan  Soeharto, rl_lasyafakat Pers  bebag
membentuk organisasi pers. Jika di masa Pemel'intahm
Orde Baru, PWI merupakan satu-satunya organjg,g;
wartawan yang diakui pemerintah, maka di era reformag;
muncul lusinan organisasi wartawan dan terspesialisasi
dalam kategori organisasi wartawan media cetak dan
media elektronik.? Era reformasi juga ditandai dengan
kebebasan membentuk organisasi profesi pers, termasuk
yang dilakukan oleh orang-orang yang senyata tidak
terkait dengan profesi jurnalistik. Sebagai contoh adanya
satu keluarga membentuk organisasi wartawan, dimana
ketua organisasi itu dijabat oleh sang suami dan istrinya
menjadi sekretaris merangkap bendahara dan anak-
anaknya menjadi anggota. Organisasi ini tidak pernah
sekalipun melakukan kegiatan jurnalistik, tetapi
mendaftar di Pemda Sumut sebagai upaya meminta
bantuan keuangan bukan untuk kegiatan jurnalistik.
Karena itu, jika ada revisi Undang-undang Nomor 40
Tahun 1999, maka perlu ada penegasan tentang organisast
PETs yang benar-benar terkait dengan profesi jurnalistik
P@gakuan terhadap organisasi profesi pers ini juga aka”
dikaitkan dengan sertifikasi wartawan (Waluyo, 2018).

Problem lain yang muncul dalam perkembangan
PETs pasca reformagsi adalah masalah profesiOI'lft'ljf'ﬂ1 5

S —

, i an
I, setidaknya ada 23 organisasi wartawa" : 8

tercatat melakukan aktivitas dari bulal

2

\ Men;;ut penelitian in
—AHlau medija
Sampai akhjy 2020yemg

: Pers dap, Masyargkg



wartawan dan pengembangan Ssumber
palam kaitan dengan pelaksanaan tugas jurnalisti

maka penting soal profesionalisme Wartawan, ]Pener -
prinsip profesionalisme dalam dunja jurnalistik hap&m
dimulai sejak pendirian media (Yusuf, 2011) dan przz:
perekrutan  wartawan.  Dalam  kaitan dengan
profesionalisme ini, maka merupakan suaty kebutuhan
kegiatan seperti penataran wartawan atay pembekalan

wartawan terhadap kode etik wartawan (Sulistyowati
2013; Waluyo, 2018). :

aya manusia.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa kebebasan
pers dalam bentuk kebebasan mendapatkan informasi
dan sekaligus menyajikan informasi tampaknya tidak
diimbangi dengan perkembangan profesionalisme
wartawan dan penguatan kelembagaan organisasi
profesi pers. Publik kerap menyampaikan kritik terhdap
profesionalisme wartawan akibat pemberitaan media
yang dinilai timpang (unbalanced reporting), berita yang
telah memasuki ranah kehidupan pribadi dan
menggangou kebebasan perseorangan, sampai kepada
berita-berita yang ternyata tidak dapat dipertaggung
jawabkan kebenaranmya.

Sebagai antitesa terhadap kebebasan pers
sebagaimana diberikan melalui Undang-undang Nomor
40 Tahun 1999 telah melahirkan segenap kritik terhadap
kebebasan pers yang seolah tanpa batas, yang kemudian
'f)erkembang asumsi lunturnya profesionalisme dan
ldealisme pers Indonesia. Dampak negatif dari
kebebasan pers tersebut digambarkan secara sinis
“kebebasan yang kebablasan,” yang diartikan kebebasar.l
tapi tigak bertanggung jawab (Susilawati, 2020). Di

Perkembangan Pers, Kebebasan Press, dan @
Tanggungjawab Jurnalistik Pasca Reformast




media televisi juga djufn]baf ks, kekeragy,
lebih karena ukuran rating, yang membawa berkap,

mendatangkan iklan.

Gituasi pers saat ini, yang digambarkan dengap
Kebebasan yang hampir tanpa batas, merupakan Situag;
transisional dari perkembangan pers di era reformgg;
Organisasi Pers harus dapat mendorong par a'
anggotanya untuk taat pada etika profesi dalam
organisasi itu. Profesionalisme harus tetap dipegang
teguh oleh kaum pers, yaitu disamping memjli;
ketrampilan jurnalistik, wartawan juga harus mengikuti
dan mematuhi norma maupun etika yang berlaku dlaam
praktek jurnalistik. =~Namun, selain memperkuat
penegakan etika profesi melalui masing- masing
organisasi pers, sisi lain yang harus diperkuat adalah
penguatan Dewan Pers dan amandemen Undang-
undang Nomor 40 Tahun 1999. Harus ada penegakan
hukum (law enforcement) dan penindakan terhadap
pelanggar aturan dan etika profesi pers. Karena itu,
wartawan tak bisa mengatasnamakan kemerdekaan pers,
kemudian dia minta status kebal hukum.

Perlu juga dilakukan pemberdayaan Dewan Pers
karena lembaga ini merupakan simbol dari pertemual
kepentingan antara wartawan, dunia indstri pEr
Masyarakat dan pemerintah. Karena itu perlu pengadaa”
dana operasional Dewan Pers dalam menjalanke”
tugasnya, Sebagai bagian dari amandemen Undang’
fmdang Nomor 40 Tahun 1999, penguatan Dewar o
L Juga dilakukan melalui pembentukan Dewan P ersleh

 S€genap perubahan ini yang ditungg?® °
an pers dan non-pers.

~ kalang

e 4an Masyarakg




bermlfa.Ta pada pfoses bagaimana para pendiri pers
mendirikan penerbitan pers. Suatu media yang prosedur
pendiriannya tidak jelas akan menghasilkan produk
yang tidak  berkualitas.  Bagaimana mungkin
pendiriannya tidak jelas akan menghasilkan produk
yang bagus dan berkualitas. Kalau dari hulunya tidak
jelas maka hilirnya juga tidak jelas. Sebagai contoh kasus
adalah apa yang terjadi di Sumatera Utara sejak era
reformasi, yaitu banyak muncul media baru,
Kemunculan media baru itu perlu dikritisi, pertama
tentang pendirian media yang begitu mudah dengan
persyaratan yang tidak begitu ketat. Dan, kedua, syarat
untuk menjadi wartawan yang sangat longgar. Dengan
definisi yang ada dalam Undang-undang Pers,
seharusnya ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk
menjadi wartawan, misalnya tentang strata pendidikan.
Hal tersebut dikarenakan, dengan strata pendidikan,
pengetahuan dan wacana seseorang dapat diukur.
Semakin tinggi pendidikan seorang calon wartawan
maka pemikirannya semakin baik. Kalau wartawannya
mempunyai pengetahuan yang baik maka dalam
menjalankan tugas jurnalistik dimungkinkan akan lebih
baik, lebih adil, dengan investigasi lebih baik pula.

|
lg Hingga saat ini, wartawan masih menjadi profesi
i terbuka dan bebas dengan standar yang kurang jetas.
Ketidakjelasan tersebut menjadikan semua oOrang
| memasuki profesi ini tanpa menggunakan syar.at .dan
‘, kemampuan yang terukur. Kondisi demikian men)adlka{n
| sifat keterbukaan profesi wartawan bermakna negatif
& Na semua orang tanpa proses yang baku dapat

Press, dan
Perkembangan Pers, Kebebasan Press, aan @
Tanggungiawab Jurnalistik Pasca Reformast




menjadi wartawan. Tidak heran jika di era reformag; e
178 17 1
muncul banyak ~wartawan hitam”, Hgj terseby,

menjadikan kurang menguntungkan dan meje P
status profesionalisme wartawan itu sendiri. Nahk

Fenomena tersebut sebenarnya sudah ada Sejak
masa orde baru (atau bahkan mungkin tetap a4,
sepanjang masa). Akan tetapi, sejalan dengan reformag;
politik, keberadaan wartawan “hitam” semakin jelas g
permukaan dan sudah mendominasi event dap lokas;
tertentu. Di Surabaya, muncul istilah “wartawan kapal
selam” yaitu wartawan kadang muncul kadang tidak ada
begitu juga medianya. Wartawan tersebut muncuy] pada
saat tertentu seperti hari raya dan lainnya,
Kemunculannya hanya untuk mendekati para pejabat
setempat atau orang tertentu dengan tujuan dapat uang.

Selain karena lemahnya sistem perekrutan, faktor
lain sebagai penyebab munculnya wartawan “kapal
selam” adalah kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini.
Krisis  ekonomi  berkepanjangan  menyebabkan
banyaknya pengangguran seingga para pencari kerja
menjadikan profesi wartawan dianggap mudah untuk
dijadikan elternatif pekerjaan. Pada sisi lain, profesi
wartawan  sebagai profesi terbuka memungkinkan
seorang dari latar belakang bukan jurnalis dapat menjadi
Wwartawan. Misalnya, ada yang dokter dan sarjana selain
bidang ilmy jurnalistik menjadi wartawan.

: Namun demikian, kedisiplinan profesi wartawal?
1tu sangat penting dan harus ditegakkan, tetap;
Melakukan penertiban terhadap wartawan itu Bats?

suli
1t. Dan, selama jinj, organisasi-organisasi R

180 v Masyarakga;




tidak proaktif. Organisasi wartawan bary melakukan
tindakan setelah ada pengaduan dar; Mmasyarakat. Praktik

banyaknya jumlah organisasi wartawan.  Seorang
wartawan hitam dapat mendirikan Organisasi wartawan
sendiri jika mau. Dengan demikian, kontro] terhadap
wartawan menjadi sangat sukar. Untuk melakukan
minimalisasi praktek hitam para wartawan hitam,
parameter yang digunakan bukan dari organisasi
wartawan mana tapi dari media mana. Pengaduan bukan
lagi ke organisasi wartawan tapi ke media tempat
mereka bekerja. Dari praktik yang ada, wartawan diberi
kebebasan untuk mencari sendiri uang di luar melalui
profesinya. Kondisi demikian sangat memungkinkan
seorang wartawan dari media yang tidak profesional
menjadi wartawan hitam dengan memeras sumber-
sumber tertentu.

Dua persyaratan di atas, yaitu pendirian media dan
rekrutmen wartawan, saat ini menjadi lebih longgar. Jika
ditanya, berapa jumlah penerbitan pers dan jumlah
wartawan saat ini, lembaga apapun tidak akan bisa
memberikan data yang jelas. Baik lembaga pemerintah
Maupun organisasi yang berafiliasi langsung dengan pers
Séperti organisasi profesi. Serikat Penerbit Suratkabar
tidak ada yang punya data jelas. Bahkan ada beberapa
Orang sudah membuat kartu pers dan mengedarkan
bahkan menjualnya beredar dimana-mana sementara
]‘Ol‘annya belum ada.

: ~ Persoalan lain yang penting dalam membahas.

wartawan adalah proses rekrutmen dan

Press, dan
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nienjangan posisi di I'T'lt‘t.iia- SCb'“i':*‘.i l'd‘l.)dtdn Profeg;
penjen] dan penjenjangan didasarkan Pad,
Perekf_‘(‘:::l isme yang bersangkutan dalam me"ialdnkan
pmfes-lurnalisﬁk' Hal ini berbeda dengan posisi |ajp, YVang
;:g: ]berfungsi sebagai penduk@g Kerja Wartawap,
Pengembangan SDM wartawan juga be:rbeda dengap,
pengembangan tugas lain dalam penerbitan/ Penyiaran
pers. Dalam praktiknya, jarang perusahaan pers
menerapkan sistem manajemen demikian. Banyak
bermunculan seorang wartawan dibebani mendapatkan
iklan untuk gaji mereka sendiri. Secara langsung atay
tidak langsung, praktik demikian mempengaryhj
profesionalisme ~ wartawan  dalam  menjalankan
fungsinya.

Persoalan yang juga penting dalam membahas
eksistensi profesi wartawan adalah keterkaitan dengan
organisasi profesi pers. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Sangat ketat dan lebih berhati-hati dalam menerima
anggotanya, sedangan PWI relatif lebih longgar dalam
seleksi keanggotaan. Misalnya, PWI masih menerima
pekerja tayangan infotainment sebagai anggota PWI
Alasannya, adaq Wwawancara, menulis berita, dan
enayangkan kepada publik. Namun, kriteria itu masih

Us diperdebatkan, karena pekerja infotainment it

;:: SebenarnYa han y .
ya bekerja untuk roduction
e house, bukan bekerja g c keperluan p

alam kerangka profesi jurnalistik-
Dalam melihat

Media mapan yang telah memilik!
“1 Pengembangan (litbang). Pelatin®’
' internal g di luar. Seperti b



Kompas, sebelum menjadi wartawan digefnbleng selama
tujuh bulan. Setelah melewati maga ini, selama tiga bulan
para calon wartawan ini dilatih menulis berita namun
tidak untuk dimuat. Jika di masa tiga bulan ini diangap
| nilainya bagus, maka mereka baru diangkat menjadi
| karyawan. Namun, di banyak media cetak lain,

kebanyakan tanpa pelatihan. Para wartawannya
| langsung terjun ke lapangan dengan cara trial and error

!‘ Pada saat ini telah dilakukan sertifikasi terhadap
. media yang dikeluarkan organisasi profesi. Namun,
| terpenting juga adalah pembentukan SDM pers yang
berkualitas. Sebagai bagian dari perbaikan terhadap
keterpurukan citra pers, maka fungsi dan peran Dewan
Pers harus ditingkatkan. Materi hukum yang mengatur
Dewan Pers dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers,
. harus direvisi. Karena di dalamnya terkait mengenai
; dana operasional Dewan Pers dalam menjalankan
| tugasnya. Dalam pemberdayaan tersebut, Dewan Pers
, yang melakukan deregulasi kehidupan pers. Karena
~ dewan ini dibentuk oleh masyarakat pers.

| Dalam konteks penyiapan sumber daya manusia,
| saat ini pendidikan jurnalistik lebih banyak berteori
| daripada praktek. Tujuan pendidikan untuk Sarjana
| (Strata 1) untuk membentuk teoritisi sementara untuk
| lulusan D-3 untuk mencetak praktisi. Sebagai contoh,
f Jurusan Komunikasi di perguruan tinggi hampir tidak
P’ ada yang mempersiapkan lulusan Program D-3 untuk
, menjadi wartawan, sehingga kebutuhan ketersediaan
’ Praktisi pers belum terpenuhi.

|
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